SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 akan
berakhir pada Tahun 2026;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai peran dan
fungsi penting dalam perencanaan pembangunan untuk
jangka menengah sebagai arah dan  prioritas
pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan
secara bertahap guna mewujudkan masyarakat
Kabupaten Kotawaringin Barat yang sejahtera, maju dan
berkelanjutan,;

c. bahwa penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029;

—

Mengingat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penetapan Standar Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana
Umum Energi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2022-
2050 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2022 Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);



Menetapkan :

20

21.

22.

23.

. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2018 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.



10.

11.

12.

13.

14.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Badan adalah Badan yang membidangi urusan
Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perencanaan adalah proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang
ada.

Pembangunan Daerah adalah perubahan yang
dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh
seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi
daerah.

Program adalah penjabaran kebijakan Peringkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan tugas dan fungsi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua
puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra PD adalah Dokumen perencanaan
perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RPJMD merupakan:

a.

penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati ke
dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum,
program prioritas, dan arah kebijakan keuangan
daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD
Tahun 2025-2045; dan



b.

(1)

(2)

dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah
sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku
pembangunan daerah dalam mewujudkan
pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman dalam
penyusunan Renstra PD, RKPD, Renja PD, dan
perencanaan penganggaran.

RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan
Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu
antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi
dan Kabupaten sekitar yang berbatasan.

BAB II
TATA CARA PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Daerah berorientasi pada
proses, dengan menggunakan pendekatan:

a.

b
c.
d

teknokratik;

partisipatif;

politis;

atas bawah dan bawah atas.

Pasal 5

Perencanaan Pembangunan Daerah berorientasi pada
substansi, dengan menggunakan pendekatan:

a.
b.
C.

holistik-tematik;
integratif; dan
spasial.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 6

Sistematika RPJMD, meliputi:

a.
b.
C.

d.

BAB I : Pendahuluan

BAB Il :Gambaran Umum Daerah

BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas
Pembangunan Daerah

BAB IV : Program Perangkat Daerah dan kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BABV : Penutup.



Pasal 7

(1) Ketentuan mengenai Rincian RPJMD Tahun 2025-2029

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Perubahan terhadap ketentuan dalam BAB III dan IV

terkait indikator dan target kinerja dituangkan dalam
Peraturan Bupati.

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 8

(1) Visi RPJMD adalah Kotawaringin Barat Makin Jaya
(2) Misi RPJMD meliputi :

(1)

(2)

(3)

(4)

a. Misi 1: Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Berkualitas, Unggul dan Berdaya Saing

b. Misi 2: Mendorong Kemandirian Ekonomi Berbasis
Kerakyatan dan Hilirisasi Potensi Daerah,

c. Misi 3: Membangun Masyarakat Madani yang
Sejahtera dan Harmoni,

d. Misi 4: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan
Konektivitas antar Wilayah Yang
Berkelanjutan,

e. Misi 5: Meningkatkan Kualitas Birokrasi Melalui
Tata Pemerintahan Yang Bersih Efektif,
Demokratis dan Transparan Berbasis
Teknologi Informasi.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan

fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang

perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi

RPJMD.

Kepala Badan yang membidangi urusan Perencanaan

Pembangunan Daerah melaporkan hasil pengendalian

dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada Bupati.

Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi

perumusan kebijakan perencanaan pembangunan

jangka menengah daerah lingkup kota kepada

Gubernur sebagai lampiran surat permohonan

evaluasi.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi pengendalian terhadap:

a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan
jangka menengah daerah; dan

b. pelaksanaan RPJMD;



(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
evaluasi terhadap:
a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan
jangka menengah daerah;
b. pelaksanaan RPJMD; dan
c. hasil RPJMD.

Pasal 10

Badan dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi
mengacu pada ketentuan perundangan-undangan.

BAB VI
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 11

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan
tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan
perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan kebijakan mendasar;

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana
alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial
budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau
perubahan kebijakan Nasional.

(3) Dalam rangka  efektivitas, perubahan RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b
tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku
RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dalam Hal RPJMD belum ditetapkan, penyusunan
dokumen perencanaan daerah mengacu pada RPJPD
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2045 dan
RPJMN 2025-2029.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
ttd.
NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.
RODY ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025
NOMOR : 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 07, 47 /2025

Salinan sesuai dengan aslinya

_ Ditandatangani secara elektronik oleh :
i Kepala Bagian Hukum

Y BAMBANG WAHYUSUF,SH
NIP 319760904 200501 1 010
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